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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana bagaimanakah penerapan 

ISAK i35 ipada Yayasan Ittiba’u Manhajjin Nubuwwah. Peneliti menggunakan 

jenis penelitian kulitatif deskriptif. Strategi penelitian ini dengan menganalisis data 

yang diperoleh dibandingkan dengan pedoman di ISAK 35. Hasil menunjukkan 

bahwa Yayasan Yayasan Ittiba’u Manhajjin Nubuwwah tidak sesuai dengan ISAK 

35. Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang dikeluarkan masih berbentuk 

laporan kas keluar masuk. Oleh karena itu penulis menyarankan dan berinisisatif 

membantu yayasan ini menyusun laporan keuangan yang sesuai ISAK 35. 

Kata Kunci: ISAK 35,  Organisasi Non Laba, Laporan Keuangan, Yayasan dan 

sector publik 

Abstract 

This study aims to analyse how the application of ISAK 35 in the Ittiba'u Manhajjin 

Nubuwwah Foundation. Researchers used a descriptive type of research. The results 

show that the Ittiba'u Manhajjin Nubuwwah Foundation is not in accordance with 

ISAK 35. This is because the financial statements issued are still in the form of cash 

in and out reports. Therefore, the authors suggest and take the initiative to help this 

foundation prepare financial statements in accordance with ISAK 35. 

Keywords: ISAK 35, Non-profit Organisations, Financial Statements, Foundations 

and the public sector 

A. PENDAHULUAN 

Sektor publik mengacu pada serangkaian kegiatan ekonomi 

atau sosial yang dilakukan di bawah kendali secara mutlak atau daerah 

dan masyarakat lokal, yang berbeda dengan sektor swasta, dalam hal 

ini termasuk lembaga publik dan perusahaan yang melayani kebutuhan 

masyarakat (Popa, 2017) 
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Secara kelembagaan wilayah publik antara lain meliputi 

organisasi nonlaba pemerintahan dan organisasi nonlaba non 

pemerintahan meliputi organisasi sukarelawan, rumah sakit, sekolah 

tinggi dan universitas, serta organisasi-organisasi non pemerintahan 

lainnya (yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi 

keagamaan, organisasi politik, dan lain sebagainya) (Andarsari, 2016: 

145). Organisasi nonlaba ini sering kali didanai oleh uang publik dan 

terkadang menjalankan tugas-tugas atas nama pemerintah (Kostić et 

al., 2014). Organisasi-organisasi ini mempunyai tujuan untuk 

mendorong kesejahteraan sosial daripada menghasilkan keuntungan 

(Thrassou et al., 2024; Wolniak & Hadryś, 2018). 

Organisasi nonlaba mendapatkan berasal dari pemerintah, 

sumbangan donatur, dan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang 

menghasilkan profit. Organisasi ini sering sangat bergantung pada 

subsidi dan hibah dari pemerintah. Pendanaan ini menjadi bagian 

penting dan signifikan untuk menjalankan operasional mereka (Cortis, 

2017). Meskipun demikian, sumbangan dari swasta juga tetap menjadi 

sumber pendapatan yang penting (Hladká & Hyánek, 2017). 

Pendapatan organisasi nonlaba juga bisa berasal dari usaha komersial 

yang mereka lakukan baik berupa layanan kegiatan ataupun usaha 

bisnis.  

Oleh karena itu muncul kebutuhan masyarakat terhadap  

transparansi dan akuntabilitas. Keduanya memiliki peranan penting di 

wilayah sektor publik, terutama jika berkaitan dengan organisasi 

nonlaba dan donatur. Beberapa manfaat bisa didapatkan dengan 

adanya kedua aspek tersebut. Transparansi mempunyai peran penting 

dalam mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan 

di antara para donatur dan pengelola administrasi publik. Ternyata 

publik menghargai mekanisme pertanggungjawaban yang proaktif, dan 

lebih menyukai langkah-langkah pertanggungjawaban yang sifatnya 

kuantitatif (Ortega-Rodríguez et al., 2020). Transparansi dan 

akuntabilitas juga efektif dalam mengurangi kasus korupsi keuangan. 

Kedua hal tersebut berperan sebagai pencegah korupsi dengan cara 
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memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas pekerjaan 

mereka, yang pada akhirnya menumbuhkan budaya yang berintegritas 

(Jadara & Al-Wadi, 2021) 

Untuk menjawab kebutuhan diatas maka di Indonesia disusun 

sebuah standard yang menjadi pedoman dalam menyusun laporan 

keuangan organisasi nonlaba. ISAK 35 disahkan oleh IAI sebagai 

standard akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan entitas 

berorientasi nonlaba terlepas bentuk hukum dari organisasi tersebut 

pada tahun 2019  (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018). 

Penetapan ISAK 35 bertujuan agar organisasi nonlaba dapat 

memberikan informasi yang transparan mengenai pengelolaan sumber 

daya yang diperoleh dari sumbangan (Alfarizi et al., 2024). 

Dikarenakan laporan keuangan yang sesuai dapat meningkatkan 

kepercayaan donor dan kepentingan lain (Alfarizi et al., 2024). 

Yayasan Ittiba’u Manhajjin Nubuwwah adalah sebuah Yayasan 

yang baru berdiri di tahun 2019. Yayasan ini seperti yang lainnya aktif 

di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Kemudian di dalam 

perkembangannya Yayasan ini mulai memiliki aset aset berupa 

bangunan, tanah, dan peralatan. Donatur mulai berdatangan untuk 

memberikan sumbangan kepada Yayasan ini. 

Oleh karena itu Yayasan Ittiba’u Manhajjin Nubuwwah 

membutuhkan adanya pembukuan dan akuntansi yang rapi supaya 

masyarakat dan pengurus Yayasan Ittiba’u Manhajjin Nubuwwah tahu 

tentang kondisi keuangan yang sebenarnya terjadi. Meskipun Yayasan 

tersebut tidak berorientasi pada laba tetapi kegiatannya sering 

iberkaitan dengan keuangan. Di yayasan ini terdapat puluhan jamaah 

yang beraktivitas hampir setiap harinya dan kemudian berdonasi. Oleh 

karena itu penyusunan laporan ikeuangan Yayasan dituntut harus jelas 

untuk pelaporan bagi pihak yang memberikans sumbangan. Laporan 

keuangan setidaknya disajikan secara rutin dan wajar.  
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Berdasarkan argumentasi diatas maka rumusan tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah laporan keuangan 

Yayasan Ittiba’u Manhajjin Nubuwwah sudah sesuai dengan ISAK 35. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Organisasi nonlaba (NPO) berperan penting di masyarakat 

dalam menangani berbagai masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi. 

Mereka bergerak di tempat yang khusus antara sektor publik dan 

swasta. Kegiatannya banyak terfokus pada kesejahteraan masyarakat 

tanpa tujuan utama untuk menghasilkan laba (Hussain et al., 2014; 

Potocan et al., 2016). Mereka diakui atas perannya yang penting dalam 

mengembangkan nilai-nilai sosial dan membangun masyarakat sipil 

(Kim et al., 2021). Di Eropa organisasi semacam ini berperan dalam 

menyediakan barang dan jasa untuk kelompok yang rentan, 

menciptakan lapangan kerja, dan memobilisasi masyarakat sipil untuk 

memerangi kemiskinan dan pengucilan sosial (Stanciu & Mǎrcuţǎ, 

2016).  

Tantangan untuk NPO adalah mengenai tata kelola organisasi. 

Tata kelola yang efektif sangat penting bagi NPO. Hal ini berpengaruh 

terhadap kinerja aktivitas dan hubungan mereka dengan sektor lainnya. 

Struktur tata kelola akan berdampak pada bagaimana NPO mengelola 

sumber daya (Aldashev et al., 2015; Arvidson & Lyon, 2014). 

Akuntansi sektor publik adalah sistem yang dipakai lembaga- 

lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada 

publik (Handayani, 2019). Akuntansi sektor publik sebagai 

kelembagaan wilayah publik antara lain meliputi organisasi nonlaba 

pemerintahan dan organisasi nonlaba non-pemerintahan meliputi 

organisasi sukarelawan, rumah sakit, sekolah tinggi dan universitas, 

serta organisasi-organisasi inon pemerintahan lainnya (yayasan, 

lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi 

politik, dan lain sebagainya) (Andarsari, 2017). 

Akuntansi sektor publik didefenisikan sebagai mekanisme 

teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana 

masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-
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departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, 

dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor 

publik dan swasta (Bastian, 2007).  

Akuntansi sektor publik bersifat memberikan pelayanan 

publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik sehingga 

menimbulkan adanya beberapa kharakteristik khusus yang menjadi 

pembeda antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi swasta. 

Perbedaan sifat dan kharakteristik akuntansi tersebut disebabkan 

karena adanya perbedaan lingkungan yang memengaruhinya. Menurut 

Mardiasmo komponen lingkungan yang memengaruhi organisasi atau 

lembaga pemerintahan meliputi sektor ekonomi, politik, kultur, dan 

demografi (Mardiasmo, 2021). 

Pelaporan keuangan mempunyai peran sangat penting dalam 

organisasi nonlaba (NPO) untuk menjaga akuntabilitas dan 

transparansi. Hal ini terutama dikarenakan ketergantungan mereka 

terhadap sumber pendanaan eksternal seperti donasi dan hibah. 

(Cordery et al., 2019; Normand & Wootton, 2010; Reheul et al., 2014). 

Laporan keuangan akan membantu organisasi nonlaba untuk 

mendapatkan legitimasi dan kepercayaan dari para pemangku 

kepentingan dimana sangat penting dalam rangka memperoleh 

dukungan dan pendanaan yang berkelanjutan (Normand & Wootton, 

2010; Reheul et al., 2014). Pelaporan keuangan yang transparan 

dapat mempengaruhi keputusan donatur untuk berdonasi. 

Misalnya, organisasi nonlaba yang mengungkapkan informasi 

keuangan dengan rinci mempunyai kemungkinan menerima 

dukungan dari donatur publik (Tirado-Beltrán et al., 2020). Jadi 

bisa disimpulkan bahwa dengan menerbitkan laporan keuangan yang 

detail akan organisasi nonlaba akan mendapatkan kepercayaan dari 

donatur sehingga lebih besar kemungkinan mendapatkan dana. 

Ada beberapa mekanisme bagaimana transparansi keuangan di 

organisasi nonlaba (NPO) ini secara signifikan mempengaruhi 

kepercayaan para pemangku kepentingan. Ketika secara finansial NPO 

dipandang oleh pemangku kepentingan sebagai organisasi yang 

transparan, maka hal ini akan menambah kepercayaan dan keterlibatan 
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mereka dengan organisasi tersebut (Ang, 2022; Farwell et al., 2019). 

Kepercayaan ini sangat penting dalam mendorong masyarakat untuk 

berdonasi dan berpartisipasi secara sukarela. Kepercayaan ini juga bisa 

diperkuat dengan manajemen yang efektif dan komunikasi informasi 

keuangan yang jelas sebagai cara untuk  mengetahui bahwa sumber 

daya dipergunakan secara efisien (Ang, 2022). 

Di dunia ada berbagai macam standard pelaporan keuangan 

untuk NPO. Setiap negara memiliki peraturan dan upaya yang 

berbeda-beda untuk pelaporan keuangan NPOnya. Sebagai contoh di 

Belgia, perubahan signifikan dalam peraturan akuntansinya telah 

terbukti menjadikan pelaporan keuangan tertunda (Reheul et al., 2014). 

Di Irak, adopsi standar FAS 117 direkomendasikan untuk 

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Wathik et al., 2020). Di 

Australia, para pemangku kepentingan menyatakan perlu adanya 

standar akuntansi khusus sektor ini untuk memastikan konsistensi, 

efisiensi, dan transparansi dalam pelaporan keuangan NPO. Namun, 

juga perlu diakui bahwa NPO dengan skala lebih kecil bisa jadi 

membutuhkan fleksibilitas karena faktor biaya dalam rangka 

memenuhi kepatuhan ini (Palmer, 2013). Sedangkan di Eropa terdapat 

perbedaan yang signifikan dalam peraturan akuntansi tiap negara yang 

dipengaruhi oleh tradisi budaya dan organisasi nirlaba yang beragam. 

Dampak dari kurangnya keseragaman ini mempersulit partisipasi NPO 

di berbagai negara (Lopez-Arceiz et al., 2021). 

Dikarenakan adanya kebutuhan di Indonesia akan standard 

yang baku maka menjadi kewenangan IAI untuk membuatnya. Oleh 

karena itu IAI menerbitkan ISAK 35 yang disahkan oleh Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia pada tanggal 

11 April 2019. ISAK 35 berlaku efektif pada 1 januari 2020. 

Berdasarkan ED ISAK 35 yang telah mengatur tentang penyajian 

laporan keuangan entitas yang berorientasi nonlaba (nirlaba) penyajian 

laporannya sesuai dengan PSAK No 1 (Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan, 2018). Isinya terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan 

penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus 

kas dan catatan atas laporan keuangan (Dewan Standar Akuntansi 
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Keuangan, 2018). ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI 

merupakan interpretasi dari PSAK 1; penyajian ilaporan keuangan 

paragraf 05 yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi 

nonprofit membuat penyesuaian baik; penyesuaian deskripsi yang 

digunakan untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan, dan 

penyesuain deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu 

sendiri (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018).  

C. METODE  

Penelitian ini merupakan deskriptif melalui pendekatan 

kualitatif. Tehnik pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling untuk menghasilkan penjelasan yang kredibel dan dapat 

dipercaya mengenai suatu fenomena (Douglas, 2022) sehingga teknik 

pemilihan informan dipilih berdasarkan tujuan dan pertimbangan 

tertentu. Subyek yang akan dipilih sebagai sumber informasi ialah 

bendahara yayasan. Jenis sumber data adalah data primer dan data 

sekunder. Sedangkan proses pengumpulan data dipakai wawancara dan 

dokumentasi. Respon dari sebuah wawancara (nada suara, ekspresi 

wajah, keraguan) dapat memberikan informasi yang tidak dapat 

disembunyikan oleh informan. Disisi lain Peneliti harus berhati-hati 

dalam menentukan apa dan bagaimana cara bertanya, karena beberapa 

informasi mungkin bersifat kontroversial dan rahasia. Wawancara 

adalah metode yang sangat subjektif, dan bahaya bias selalu ada 

(Hussein, 2022). 

Wawancara yang dilakukan dengan pengurus Yayasan Ittiba’u 

Manhajjin Nubuwwah, berupa transaksi pengelolaan keuangan di 

Yayasan Ittiba’u Manhajjin Nubuwwah. Data sekunder yang diambil 

adalah sejarah singkat dan struktur organisasi Yayasan Ittiba’u 

Manhajjin Nubuwwah. Tehnik dokumentasi dilakukan terhadap 

pencatatan laporan yang dilakukan oleh Yayasan Ittiba’u Manhajjin 

Nubuwwah.  

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pencatatan keuangan 

oleh Yayasan Ittiba’u Manhajjin Nubuwwah Kabupaten Pasuruan 

masih dilakukan secara sederhana dan secara manual meski 
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menggunakan Program Excell. Yayasan ini belum melakukan 

pelaporan keuangan berdasarkan ISAK 35.  

Bendahara melakukan pencatatan dengan mencatat setiap 

transaksi yang terjadi baik pemasukan maupun pengeluaran ke dalam 

sheet yang sudah dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Transaksi 

ini dicatat sebagai kas masuk dan kas keluar. Misal setoran infaq maka 

akan dicatat sebagai pemasukan kas. Sedangkan jika ada pengeluaran 

kategori pembangunan maka akan dicatat kas keluar di sheet dana 

pembangunan untuk keperluan belanja.  

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Tohari selaku 

penanggung jawab bagian pencatatan dan keuangan yang mengatakan: 

“Semua data transasksi akan dicatat sesuai tanggal masuk dan 

keluar di worksheet pembukuan yayasan.  

Jadi yayasan laporan keuangannya dibuatkan berupa buku kas, laporan 

pemasukan dan pengeluaran. 

Berdasarkan temuan peneliti maka dapat dilihat ada beberapa 

kategori pejurnalan atau semacam buku besar penggolongan transaksi 

kas masuk dan keluar. Berikut jenis-jenis penggolongan transaksi kas 

tersebut tersebut: 

 

1. Pembangunan 
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Sheet Uang Pembangunan digunakan untuk mencatat ketika 

ada pemasukan atau untuk keperluan pembangunan ataupun 

pemeliharaan sumbangan dari donatur. Pengeluaran dicatat ketika ada 

penarikan dari pihak yayasan untuk membayar perbaikan ataupun 

pemeliharaan bangunan ataupun penambahan fasilitas yang sifatnya 

ringan 

2. Operasional  

Sheet Operasional digunakan untuk mencatat ketika ada 

pemasukan atau untuk keperluan aktiviatas operasional Yayasan. 

Karena Yayasan bergerak dalam bidang keagamaan maka transaksi 

yang banyak terjadi adalah dari donasi dan pengeluaran untuk 

transportasi ustadz. Ada beberapa pengeluaran untuk pembelian sapi 

tapi hanya terjadi setahun sekali ketika hari raya kurban. 

 

Dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 

pengurus Yayasan Ittiba’u Manhajjin Nubuwwah tidak melakukan 

pencatatan keuangan dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan 

pedoman standard yang telah dikeluarkan oleh IAI yang terdiri dari 

komponen-komponen yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan 

laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas 

laporan keuangan. Hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala 
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berupa keterbatasan SDM baik jumlah maupun pengetahuan mengenai 

akuntansi yang sesuai dengan berteriman umum.  

5.3 Rekonstruksi Laporan Keuangan  

 Melihat hasil penelitian diatas maka penulis berinisistif untuk 

membuatkan laporan yang sesuai dengan ISAK 35.  

 

 

Setelah penulis lakukan rekonstruksi maka tampak laporan 

Keuangan seperti yang diatur oleh ISAK 35 yaitu Laporan Penghasilan 

Komprehensif, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Neto, 

Laporan Posisi Keuangan. Di Laporan Posisi Keuangan terlihat 

perolehan bangunan di tahun 2021 yaitu sebesar  Rp. 396.300.230. 
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Dengan laporan posisi keuangan maka tampak harta yang dimiliki oleh 

Yayasan.   

 
Di Laporan Penghasilan Komprehensif terlihat sebesar Rp 

58.252. 922,-. Hal ini menunjukkan pendapatan yayasan setelah 

dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran.  
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  Di Laporan Perubahan Aset Neto terlihat peningkatan aset 

yayasan dimana ada penambahan ssebesar 58.252. 922,- sehingga aset 

neto meningkat menjadi 574.774.533,-. Sedangkan pada Laporan Arus 

Kas menunjukkan masing-masing jenis aktivitas yang dilakukan 

Yayasan. Arus Kas tebesar berasal dari aktivitas Operasi yaitu ada 

aliran masuk sebesar Rp. 159.183.437,-   

E. PENUTUP 

Hasil penelitan diatas menunjukkan bahwa Yayasan Ittiba’u 

Manhajjin Nubuwwah masih belum menggunakan pencatatan 

keuangan seperti ISAK 35 yang dikeluarkan oleh IAI. Keterbatasan 

sumber daya manusia yang masih sedikit dengan mengandalkan 

tenaga dari keluarga pengasuh sendiri membuat pencatatan keuangan 
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menjadi kurang maksimal. Disamping itu keterbatasan pengetahuan 

mengenai akuntansi menjadi salah satu faktor juga yang menjadi 

penyebab kurang maksimalnya pencatatan keuangan di yayasan 

tersebut.  

Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian hanya berfokus 

pada proses pembukuan dan penyusunan laporan keuangan di yayasan. 

Hal ini membuat penelitian ini kurang luas dari segi pembahasan. 

Alangkah baiknya jika penelitian selanjutnya membahas mengenai 

transparansi pelaporan kepada public dan sistem penggajian 

dikarenakan di dalam Yayasan Yayasan Ittiba’u Manhajjin Nubuwwah 

saat ini sedang melakukan penggalangan donasi terbuka untuk 

pembangunan Gedung asrama dan system penggajian belum memakai 

system berbasis kinerja melainkan masih menggunakan system pukul 

rata. 
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